
BAB VI
PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dibahas pada

Bab V , penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan Nusa Tenggara Timur telah menggunakan Analisis

Standar Belanja (ASB) untuk menganalisis, menilai dan meminimalisir

anggaran setiap objek belanja dan kegiatan sejak tahun 2006.

2. Dari 10 kegiatan kelompok Analisis Standar

Belanja (ASB) pada Dinas Pendidikan Provinsi NTT tahun anggaran

2017 yang ditelitih terdapat  7 kegiatan dinilai wajar menurut Analisis

Standar Belanja (ASB) dan 3 kegiatan dinilai tidak wajar Analisi Standar

Belanja (ASB). Meskipun masing-masing objek belanja mendapatkan

presentase yang wajar tetapi jika total anggran tetap melebihi nilai

maksimal ASB atau dibawah nilai minimal ASB maka kegiatan tersebut

tetap dinilai tidak wajar menurut ASB karena dalam penelitian ini peneliti

membahas tentang fungsi ASB dalam  menilai kewajaran kegiatan bukan

kewajaran masing-masing objek belanja.

6.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran

sebagai berikut:



1. Dinas Pendidikan Nusa Tenggara Timur sebaiknya terus menggunakan

Analisi Standar Belanja (ASB) untuk menganalisis, menilai dan

meminimalisir anggaran setiap objek belanja dan kegiatan.

2. Untuk obejek belanja pada setiap kegiatan dan total anggaran yang tidak

wajar harus ditindaklanjuti oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah

(TAPD) Bentuk tindak lanjut dapat berupa pemeriksaan kewajaran, atau

membandingkan output kegiatan tahun anggaran berjalan dengan

kegiatan serupa pada tahun sebelumnya. Selain itu TAPD juga dapat

bertanya secara langsung kepada pihak penyusun anggaran mengenai

dasar yang digunakan dalam penyusunan anggaran tersebut dan penyebab

ketidakwajaran yang terjadi.
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